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Abstract 
The success of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal) in Sigi district from 
2011 to 2018, can be said that it has not materialized as expected from the policy of the Minister of 
Home Affairs of the Republic of Indonesia Number.411.3 / 6124 / PMD concerning Implementation 
of Posyandu Pokjanal Formation in Regions. This study aims to find out why the Posyandu 
Operational Working Group (Pokjanal) failed in carrying out its duties and also to know the 
failure of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal) using theoretical analysis of the 
Public Policy Evaluation of William N. Dunn's Evaluation Model namely Effectiveness, Efficiency, 
Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy. The research method used is a qualitative 
research where researchers conduct interviews with a number of informants who are qualified in 
the field of implementation of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal). Indeed, the 
success of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal) lies in the high commitment of all 
cross-program and related sectors, because each region during the implementation period 
certainly has its own problems. And with the William N Duun model evaluation theory approach 
which emphasizes on 6 (six) evaluation criteria, namely; 1) Effectiveness, 2) Efficiency, 3) 
adequacy, 4) Alignment, 5) Resposivity, and 6) Accuracy. The results of the study indicate that the 
implementation of the Posyandu Operational Working Group (Pokjanal) has not been achieved 
because based on William N Duun's evaluation theory approach of the 6 criteria has not been 
fulfilled. And the conclusion of this study is the implementation the Indonesia Minister of Internal 
Affairs Republic of Indonesia after 7 (seven) years is not reached. 




Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 
1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan sekaligus 
sebagai investasi, sehingga perlu di upayakan, 
diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap 
individu dan oleh seluruh komponen bangsa, 
agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, 
dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini 
perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah 
tanggung jawab pemerintah saja, namun 
merupakan tanggung jawab bersama 
pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. 
Sejalan dengan perkembangan 
paradigma pembangunan, telah ditetapkan 
arah kebijakan pembangunan kesehatan, yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 Bidang 
Kesehatan. Kondisi pembangunan kesehatan 
diharapkan telah mampu mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan 
dengan membaiknya berbagai indikator 
pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti: 
meningkatnya derajat kesejahteraan dari 
status gizi masyarakat, meningkatnya 
kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh 
kembang optimal, kesejahteraan dan 
perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan 
laju pertumbuhan penduduk, serta 
menurunnya kesenjangan antar individu, antar 
kelompok masyarakat dan antar daerah 
dengan tetap lebih mengutamakan pada upaya 
preventif, promotif serta pemberdayaan 
keluarga dan masyarakat dalam bidang 
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kesehatan. Salah satu bentuk upaya 
pemberdayaan masyarakat di bidang 
kesehatan adalah menumbuhkembangkan 
Posyandu. 
Keberhasilan Posyandu terletak pada 
kinerja masyarakat itu sendiri terutama para 
kadernya sebagai pelaksana Posyandu. 
Namun kader, tidak bisa bekerja sendirian. 
Kader perlu mendapat dukungan kongkrit 
baik dari masyarakat yang ada dilingkungan 
maupun dari pengambil kepentingan di 
tingkat yang lebih tinggi (desa hingga tingkat 
pusat). Dukungan ini diharapkan akan 
memudahkan kader bekerja di masyarakat. 
Untuk mendukung keberhasilan Posyandu, 
maka sesuai permendagri Nomor 54 tahun 
2007 pemerintah tetap bertanggung jawab 
dalam hal pembentukan dan pembinaan 
posyandu melalui: 
1. Kelompok Kerja Operasional pembinaan 
dan Pos Pelayanan Terpadu  yang 
selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu 
adalah kelompok kerja yang tugas dan 
fungsinya mempunyai keterkaitan dalam 
pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan 
Posyandu yang berkedudukan di Pusat, 
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 
2. Kelompok Kerja Posyandu yang 
selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah 
kelompok kerja yang tugas dan fungsinya 
mempunyai keterkaitan dalam 
pembinaan/pengelolaan Posyandu yang 
berkedudukan di Desa. 
Keanggotaan Pokjanal dan Pokja 
Posyandu, berasal dari beragam instansi dan 
sektor, baik teknis maupun penunjang, 
seperti: pendidikan, sosial, kesehatan, 
pemberdayaan, Bappenas/Bappeda, Pertanian, 
Kesra, BKKBN dan TP-PKK. Tantangan 
kerja Pokjanal/Pokja Posyandu adalah 
membangun kesepahaman bahwa 
pengembangan masyarakat melalui Posyandu 
merupakan tanggung jawab bersama dan 
Posyandu mampu menjadi alat untuk 
kemandirian di masyarakat. Di tingkat Daerah 
(Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa) 
baik Pokjanal maupun Pokja Posyandu masih 
sebatas SK sehingga belum dapat berfungsi 
dengan baik. Bahkan masih ada daerah yang 
belum memiliki Pokjanal/Pokja Posyandu. 
Hal ini karena belum ada pemahaman yang 
utuh dan menyeluruh dari masing-masing 
pihak tentang pentingnya peran dan tanggung 
jawab mereka sebagai Pembina Posyandu. 
Berdasarkan Hasil pemantauan dari 
Pokjanal Pusat bahwa masih banyak Pokjanal 
maupun Pokja Posyandu yang belum 
terbentuk serta data yang dikumpulkan selama 
observasi menunjukkan bahwa  Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu 
belum berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan, sehingga ada beberapa 
permasalahan yang dapat dilihat dimana 
belum efektifnya Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu yang 
terbentuk sejak 7 tahun lalu, sumberdaya 
termasuk dana yang digunakan dalam 
operasional pelaksanaan belum memadai dan 
merata di kabupaten, kecamatan sampai di 
desa, serta belum ada respon memuaskan dari 
masyarakat terhadap dampak adanya  
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu. 
Berdasarkan pada  hasil obsevasi awal  
penulis memperoleh data bahwa Kabupaten 
Sigi telah terbentuk Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu Kabupaten 
namun dari 15 Kecamatan serta 176 Desa 
yang ada di Kabuapten sigi baru 2 Kecamatan 
yang terbentuk Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu Kecamatan dan 2 desa 
Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa. 
Berdasarkan latar belakang masalah dan 
fokus penelitian di atas, dimana hasil 
pemantauan dari Pokjanal Pusat bahwa masih 
banyak Pokjanal maupun Pokja Posyandu 
yang belum terbentuk serta data yang 
dikumpulkan selama observasi maka dapat 
dirumuskan pokok permasalahan  dalam 
penelitian ini  yaitu; Mengapa Pelaksanaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu  di Kabupaten Sigi tidak berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan? 
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Berdasarkan rumusan masalah tersebut 
diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Mengetahui mengapa Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu gagal 
dalam melaksanakan tugasnya. 
2. Mengetahui kegagalan pelaksanaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu dengan menggunakan analisis 
teori Evaluasi Kebijakan Publik Model 
Evaluasi Willian N. Dunn yaitu 
Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, 
Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. 
Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa 
kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola 
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-
pilihan kolektif yang  saling tergantung, 
termasuk keputusan-keputusan untuk 
bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 
pemerintah” Lebih lanjut Riant (2011 : 96) 
bahwa secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa kebijakan publik adalah : …..setiap 
keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai 
strategi untuk merealisasikan tujuan dari 
negara. Kebijakan publik adalah strategi 
untuk mengantar masyarakat pada masa awal, 
memasuki masyarakat pada masa transisi 
untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. 
Kebijakan Publik adalah sebuah 
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh 
perilaku yang konsisten dan berulang, baik 
dari yang membuatnya maupun yang 
mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu 
(Edi Suharto : 2010;7) 
Sedangkan Anderson dalam Subarsono 
(2009 : 2) mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh 
badan-badan dan aparat pemerintah. Definisi 
tersebut menggambarkan bahwa kebijakan 
publik merupakan kebijakan yang diputuskan 
oleh badan dan aparat pemerintah. Namun 
perlu disadari bahwa kebijakan publik dapat 
dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari 
luar pemerintah. Artinya kebijakan publik 
sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana 
kebijakan tersebut dilaksanakan. 
Berdasarkan beberapa pandangan 
tentang kebijakan publik di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik 
merupakan serangkaian tindakan tang 
ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah 
yang mempunyai tujuan atau berorientasi 
pada tujuan tertentu demi kepentingan publik. 
 
Evaluasi Kebijakan Publik 
Evaluasi merupakan penilaian 
pencapaian kinerja dari implementasi. Pada 
sebagian besar buku teks kebijakan publik, 
yang diajarkan adalah evaluasi kebijakan. 
Dalam Riant Nugroho (2011 : 666) lebih 
disebut sebagai pengendalian kebijakan. 
Pengendalian kebijakan terdiri atas tiga 
dimensi :  
1. Monitoring kebijakan atau pengawasan 
kebijakan 
2. Evaluasi kebijakan 
3. Pengganjaran kebijakan 
Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk 
menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat 
seberapa besar kesenjangan antara pencapaian 
dan harapan suatu kebijakan publik. Evaluasi 
bertujuan untuk mencari kekurangan dan 
menutup kekurangan. Jadi evaluasi kebijakan 
publik harus dipahami sebagai sesuatu  yang  
bersifat positif. 
Menurut Riant  Nugroho ; Ciri dari 
evaluasi kebijakan adalah :                   
1. menemukan hal-hal yang strategis untuk 
meningkatkan kinerja kebijakan. 
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari 
pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, 
dan target kebijakan, 
3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan 
secara metodologi. 
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana 
permusuhan atau kebencian, 
5. Mencakup rumusan, implementasi, 
lingkungan, dan kinerja kebijakan. 
 
Fungsi  Evaluasi 
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi, 
fungsi utama dalam  analisis kebijakan. 
Pertama, dan yang paling penting, evaluasi 
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memberikan informasi yang valid dan dapat 
dipercaya mengenai kinerja kebijakan melalui 
tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi 
sumbangan pada klarifikasi dan kritik 
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan 
tujuan dan target. 
 
Ruang Lingkup Evaluasi Kebijakan Publik 
Evaluasi kebijakan publik mempunyai 
empat lingkup makna (Riant, 2011:677) yaitu 
evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi 
implementasi kebijakan, evaluasi kinerja 
kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan 








Untuk mengukur keberhasilan 
pencapain penelitian, peneliti harus memilih 
model evaluasi yang tepat untuk digunakan 
dalam penelitian dengan memperhatikan tipe 
kriteria yang menjadi alat ukur objek 
penelitian. Berikut ini tipe evaluasi menurut 
Dunn : 
 
Tabel.  1. Kriteria Evaluasi Menurut 














Efisiensi Seberapa banyak 
usaha diperlukan 
untuk mencapai 






































































Selanjutnya Steers (1997:157)) 
memberikan pernyataan efektivitas adalah 
“taraf pencapaian suatu tujuan”.  Efektivitas 
adalah suatu keadaan yang mengandung 
pengertian mengenai terjadinya suatu efek 
atau akibat yang dikehendaki, karena seorang 
melakukan suatu perbuatan dengan maksud 
tertentu yang memang dikehendaki, maka 
orang itu dikatakan efektif kalau 
menimbulkan  akibat atau mempunyai 
maksud sebagaimana dikehendaki. Kata 
efektif berarti terjadinya suatu efek atau 
akibat yang dikehendaki dalam suatu 
organisasi. 
Selanjutnya  Menurut William N. Dunn 
selain Efektivitas, Efisiensi juga yang 
menentukan dalam evaluasi kebijakan publik 
adalah  kecukupan memiliki pengertian 
seberapa jauh pencapaian hasil yang 
diinginkan dapat memecahkan masalah? Dan 
kaitannya dengan permasalahan penelitian ini 
bahwa sejauh mana kebijakan yang 
dirumuskan dapat memecahkan masalah-
masalah pelayanan dan masalah-masalah 
publik berupa hak-hak pelayanan dapat 
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terpenuhi oleh kebijakan pemekaran wilayah 
kecamatan. 
Sedangkan perataan erat hubungannya 
dengan rasionalitas legal dan sosial dan 
menunjukan pada distribusi akibat dan usaha 
antara kelompok-kelompok yang berbeda 
dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientsi 
pada perataan adalah kebijakan yang 
akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau 
manfaat moneter) secara adil didistribusikan. 
Kebijakan yang dirancang untuk 
mendistribusikan pendapatan, kesempatan 
pendidikan, atau pelayanan pendidikan 
kadang-kadang didistribusikan atas dasar 
kriteria kesamaan. kriteria kesamaan erat 
berhubungan dengan konsepsi yang saling 
bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan 
terhadap konflik etis sekitar dasar yang 
memadai untuk mendistribusikan risoris 
masyarakat. 
Responsivitas adalah kemampuan 
organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan serta mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam 
konteks ini, responsivitas mengacu pada 
keselarasan antara program dan kegiatan 
pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Responsivitas dimasukkan 
sebagai salah satu indikator kinerja karena 
responsivitas secara langsung 
menggambarkan  kemampuan organisasi 
publik dalam menjalankan misi dan 
tujuannya, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 
rendah ditunjukan dengan ketidakselarasan 
antara pelayanan dengan kebutuan 
masyarakat  yang secara otomatis kinerja 
organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas 
menunjukan kegagalan organisasi dalam 
mewujudkan misi dan tujuan organisasi. 
Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang 
diinginkan benar-benar berguna atau bernilai 
dan kaitannya dengan pemasalahan dalam 
penelitian ini dapat diartikan apakah 
kebijakan pemekaran/pembentukan empat 
kecamatan benar-benar berguna dan bernilai. 
 
Pokjanal/Pokja Posyandu 
Untuk mendukung keberhasilan 
Posyandu, maka sesuai permendagri Nomor 
54 tahun 2007 pemerintah tetap bertanggung 
jawab dalam hal pembentukan dan pembinaan 
posyandu melalui: 
1. Kelompok Kerja Operasional pembinaan 
dan Pos Pelayanan Terpadu yang 
selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu 
adalah kelompok kerja yang tugas dan 
fungsinya mempunyai keterkaitan dalam 
pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan 
Posyandu yang berkedudukan di Pusat, 
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 
2. Kelompok Kerja Posyandu yang 
selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah 
kelompok kerja yang tugas dan fungsinya 
mempunyai keterkaitan dalam 
pembinaan/pengelolaan Posyandu yang 
berkedudukan di Desa. 
 
Analisis Situasi Pokjanal/Pokja Posyandu 
Menteri Dalam Negeri Dalam 
kebijakannya memberikan keputusan 
sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu 
Di Daerah  bahwa : 
1. Analisis situasi pelaksanaan 
Pokjanal/Pokja Posyandu dilaksanakan 
oleh beragam instansi dan sektor, baik 
teknis maupun penunjang, seperti: 
Pendidikan, Sosial, Kesehatan 
Pemberdayaan, Bappenas/Bappeda, 
Pertanian, Kesra, BKKBN dan PKK. 
2. Pelaksanaannya mengacu kepada petunjuk 
teknis yang dibuat oleh Kementerian 
dalam Negeri, yang mengarah kepada 
evaluasi dan inventarisasi terhadap 
Desa/Kelurahan, Kecamatan, 
Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Pusat 
dalam kaitannya dengan Pelaksanaan 
Pokjanal/Pokja Posyandu. 
3. Hasil Evaluasi dan inventarisasi berupa 
daftar Kabupaten/Kota, Kecamatan dan 
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Desa/Kelurahan yang dikelompokkan ke 
dalam kategori 1) Kabupaten/Kota, 
Kecamatan dan Desa dan Kelurahan yang 
sudah terbentuk atau belum terbentuk 
Pokjanal/Pokja Posyandu; 2) Pencatatan 
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
pembinaan dan penggerakan masyarakat 
yang dilaksanakan oleh Pokjanal/Pokja 
Posyandu; 3). Pencatatan kegiatan 
pelayanan Posyandu oleh ketua dan kader 
Posyandu dengan menggunakan SIP yang 
dilaksanakan oleh setiap hari buka 
Posyandu; 4). Pengelolaan dan analisis 
data dibahas dalam rapat koordinasi 
Pokjanal Posyandu di masing-masing level 
pemerintahan. 
4. Pokja Posyandu Desa/Kelurahan membuat 
rekapituasi SIP diwilayahnya dan 
melaporkan ke Pokjanal Posyandu 
Kecamatan. Selanjutnya Pokjanal 
Posyandu Kecamatan membuat rekapituasi 
SIP diwilayahnya dan melaporkan ke 
Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota. 
Pokjanal Posyandu Provinsi membuat 
rekapituasi SIP diwilayahnya dan 
melaporkan ke Pokjanal Posyandu Pusat 
cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
 
Pembentukan dan Kedudukan Pokjanal/ 
Pokja Posyandu 
1. Gubernur/Bupati/Walikota/Camat 
membentuk Pokjanal Posyandu Provinsi/ 
Kabupaten/Kota/Kecamatan dan kepala 
Desa/Lurah membentuk Pokja Desa/ 
Kelurahan. 
2. Pembentukan Pokjanal Posyandu Provinsi/ 
Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Pokja 




3. Pokjanal Posyandu Provinsi disusun 
dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut: Pembina: Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Ketua: Sekretaris Daerah/ 
Asisten Bidang Kesra, Wakil Ketua I: 
Kepala BAPPEDA Provinsi, Wakil Ketua 
II: Ketua TP-PKK Provinsi, Sekretaris: 
Kepala Badan yang membidangi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 
Desa, Wakil Sekretaris : Kepala Dinas 
yang membidangi Kesehatan, Bendahara: 
Bendahara pada Badan yang membidangi 
Pemberdayaan Masyarakat, Anggota: 
Kepala SKPD Provinsi terkait; 
Akademisi/para ahli; BUMN, BUMD, 
Swasta dan Tokoh Masyarakat, Bidang-
bidang: Bidang Kelembagaan; Bidang 
Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga 
Berencana; Bidang komunikasi, Informasi 
dan Edukasi; Bidang Sistem informasi 
Posyandu; Bidang Sumber Daya Manusia 
Bidang Bina Program. 
4. Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota 
disusun dengan susunan keanggotaan 
sebagai berikut: Pembina : Bupati dan 
Wakil Bupati, Ketua: Sekretaris 
Daerah/Asisten Bidang Kesra, Wakil 
Ketua I: Kepala BAPPEDA 
Kabupaten/Kota, Wakil Ketua II: Ketua 
TP-PKK Kabupaten/Kota, Sekretaris : 
Kepala Badan yang membidangi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 
Desa, Wakil Sekretaris : Kepala Dinas 
Kabupaten/Kota yang membidangi 
Kesehatan, Bendahara: Bendahara pada 
Badan Kabupaten/Kota yang membidangi 
Pemberdayaan Masyarakat, Anggota: 
Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait; 
Akademisi/para ahli; BUMN, BUMD, 
Swasta; Tokoh Masyarakat, Bidang-
bidang: Bidang Kelembagaan; Bidang 
Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga 
Berencana; Bidang komunikasi, Informasi 
dan Edukasi;  Bidang Sistem informasi 
Posyandu; Bidang Sumber Daya Manusia, 
Bidang Bina Program; Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Peningkatan Perekonomian Masyarakat; 
Bidang - bidang lain yang disesuaikan 
dengan kearifan lokal setempat. 
5. Pokjanal Posyandu Kecamatan disusun 
dengan susunan keanggotaan sebagai 
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berikut: Pembina: Camat; Ketua: 
Sekretaris Camat; Wakil Ketua II: Ketua 
TP-PKK Kecamatan; Sekretaris: Kepala 
Seksi PMD; Wakil Sekretaris: Kepala 
UPTD Kesehatan Kecamatan; Bendahara: 
Bendahara pada Kantor Camat; Anggota: 
Kepala UPTD Kecamatan terkait, BUMD 
dan Swasta, Tokoh Masyarakat; Bidang-
bidang:  Bidang Kelembagaan, Bidang 
Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga 
Berencana, Bidang komunikasi, Informasi 
dan Edukasi, Bidang Sumber Daya 
Manusia, Bidang Bina Program, Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Peningkatan Perekonomian Masyarakat, 
Bidang-bidang lain yang disesuaikan 
dengan kearifan lokal setempat. 
6. Pokja Posyandu Desa/Kelurahan disusun 
dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut: Ketua: Kepala Desa/Lurah; Wakil 
Ketua: Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan; 
Sekretaris: Kepala Seksi PMD/Kesra; 
Bendahara : Bendahara pada Kantor 
Kepala Desa/Kelurahan; Anggota: Swasta, 
Tokoh Masyarakat; Unit-Unit: Unit 
Pelayanan; Pengelolah: Unit Informasi 
Posyandu, Unit Kelembagaan. 
Untuk menganalisis  Kebijakan  
pemerintah Pusat tentang Pelaksanaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu di Kabupaten Sigi dengan dasar 
pelaksanaan melalui Permendagri Nomor 54 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan 
Kelompok Kerja Operasional Pembinaan 
Posyandu melalui  Penelitian yang berjudul  
Evaluasi Kebijakan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi,   penulis   menganalisisnya 
menggunakan   Teori  Evaluasi Model 
William N. Dunn dengan 6 aspek yaitu 1) 
Efektifitas, 2) Efisiensi, 3) kecukupan, 4) 
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Penelitian yang hendak dilakukan 
adalah penelitian kualitatif.  Sejumlah pakar  
memberikan pendapatnya  tentang penelitian 
kualitatif, diantaranya menurut Satori D. dan 
Komairah ( 2011: 22-25),  bahwa penelitian 
kualitatif dapat didesain untuk memberikan 
sumbangannya terhadap teori, praktis, 
kebijakan, masalah-masalah sosial dan 
tindakan. 
Penelitian dilakukan  di Kabupaten Sigi. 
Pemilihan lokasi penelitian  didasarkan pada 
hasil observasi  penulis  dimana di Kabupaten 
Sigi sejak Pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu yang 
dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2011, 
sudah memiliki Sk Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu Kabupaten 
namun baru sebatas SK saja dan dari 15 
Kecamatan serta 176 Desa yang ada di 
Kabuapten sigi baru 2 Kecamatan dan 2 desa 
yang telah membuat SK Kelompok Kerja 
Implementasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu 
Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan 
Posyandu 
Evaluasi Kebijakan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu: 










Pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu 
yang efektif dan efisien 
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Operasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan 
dan SK Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu. 
Pengambilan informan dilakukan secara 
Purposive  dengan memilih informan 
sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari : 
1. Program Promosi Kesehatan di Kantor 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi  1 orang. 
2. Program yang membidangi Pokjanal 
Posyandu di Kantor Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Sigi  1 orang. 
3. Sekertariat Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu Tingkat Kabupaten 
Sigi 1 orang. 
4. Masyarakat yang merasakan manfaat 
Posyandu Aktif 2 orang. 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Untuk memperoleh informasi 
dan data validasinya dapat 
dipertanggungjawabkan, maka dalam 
penelitian ini data yang diperlukan  diperoleh  
dari 2 ( dua ) sumber yaitu : 1) Data Primer, 
adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari hasil wawancara dengan informan dan 
hasil observasi. 2) Data sekunder berasal dari 
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (PMD) 
Kabupaten sigi dan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sigi serta lembaga/ institusi lain 
yang terkait, terutama yang menyangkut 
tentang dokumen, peraturan perundang-
undangan dan referensi-referensi lain yang 
memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Efektivitas 
Efektivitas adalah menilai hasil yang 
telah dicapai dari kebijakan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu selama  7  
tahun di Kabupaten Sigi, apakah Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu 
tersebut efektif atau tidak  dalam arti  setiap 
Kecamatan dan Desa terbentuk Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu dan 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Sebelumnya penulis memiliki data 
sekunder, dimana Kabupaten Sigi terbagi 
menjadi 15 Kecamatan dan  176  Desa dan 
Kelurahan, sejak  di canangkan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu  pada 
Tahun 2011  sampai 2018 (tujuh tahun) 
tercatat hanya ada 2 Kecamatan dan 2 desa 
yang terbentuk   Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Kecamatan dan Kelompok Kerja 
(Pokja) Desa yang terbentuk sebagai 
kelengkapan dalam penilaian Posyandu 
Teladan tingkat Provinsi yang di lombakan 
setiap tahunnya. 
Menurut William N Dunn (Riant 
Nugroho, 2011: 677) bahwa Evaluasi 
dilakukan secara menyeluruh, mulai dari 
perumusan Kebijakan, implementasi 
Kebijakan, dan kinerja kebijakan. 
Berdasarkan pendapat ahli tersebut penulis 
mengharapkan bahwa evaluasi dalam 
penelitian ini  mengkaji secara dalam bahwa 
kebijakan Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu di Kabupaten Sigi 
mendapatkan hasil maksimal. 
Menurut Penulis bahwa sesungguhnya 
ketidak efektifan kebijakan tersebut lebih 
dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri yang 
tidak dapat dilaksanakan secara efektif. 
Persiapan pembiayaan yang tidak cukup  
kebijakan berjalan atas dasar kegiatan yang 
bisa dibiayai, maksudnya bahwa Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tidak  
dapat menyesuaikan dengan kondisi 
masyarakat setempat terutama bagaimana 
masyarakat ikut menjadi penyelenggara 
program-program yang dapat mendorong 
tercapainya Posyandu Purnama dan Mandiri. 
Dengan demikian aspek efektivitas dalam 




Menurut Teori Evaluasi  Model William 
N Dunn  bahwa di samping melihat 
Efektivitas dari suatu kebijakan, keberhasilan 
sebuah kebijakan dapat di ukur dari aspek  
efisiensi kebijakan  tersebut. Kita melihat 
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apakah kebijakan ini apabila 
diimplementasikan di tengah publik akan 
efisien atau tidak, terutama dari segi manfaat 
dan biaya yang dibutuhkan. William N Dunn 
menekankan bahwa sebuah kebijakan dapat 
berhasil apabila melihat dan 
memperhitungkan seberapa banyak usaha 
diperlukan untuk mencapai hasil yang 
diinginkan dengan melihat biaya, manfaat, 
rasio biaya dan rasio manfaat. 
Penulis berpendapat bahwa dalam 
proses implementasi pelaksanaan Kebijakan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu di Kabupaten Sigi tidak efisien 
setelah melihat hasil yang dicapai hanya 2 
Desa yang telah membentuk Pokja Posyandu. 
Disamping itu juga permasalahan masyarakat 
yang begitu kompleks di bidang kesehatan 
hingga saat ini belum dapat pelayanan 
kesehatan yang memadai. Artinya kebijakan 
itu tidak berfungsi sebagaimana tujuannya. 
Dengan demikian aspek efisiensi dalam teori 
evaluasi model William N Dunn pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa 
implementasi dari kebijakan Pokjanal belum 
berhasil dan tidak dapat berjalan dalam arti 
aspek efisiensi tidak terpenuhi. 
 
Kecukupan 
Aspek atau kriteria yang menjadi 
penentu Evaluasi sebuah Kebijakan publik 
menurut William N Dunn, adalah Kecukupan. 
Dalam teori Evaluasi Model William N Dunn  
kecukupan  dapat berarti  seberapa jauh 
pencapaian hasil yang diinginkan 
memecahkan masalah, jika dikaitkan dengan 
objek penelitian ini, maka penulis  dapat  
menarik pengertian bahwa keberadaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu di Kabupaten Sigi  seharusnya 
dapat memecahkan masalah kesehatan yang 
sedang dan akan dihadapi masyarakat di 
seluruh Desa  pada Kabupaten Sigi. Untuk 
mendalami aspek kecukupan ini  penulis 
mewawancarai informan guna mengetahui  
apakah pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi dari segi kesehatan terjadi 
penyelesaian permasalahan, terjadi 
pemecahan masalah dan menjadi solusi yang 
lebih konkrit dan dapat dirasakan baik 
unit/dinas terkait maupun bagi masyarakat itu 
sendiri. 
Penulis menarik kesimpulan  bahwa  
aspek Kecukupan dari Kebijakan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi belum terpenuhi,  hal ini 
dapat dilihat dari tingkat kesehatan individu 
dan angka kematian ibu melahirkan, serta 
minimnya sarana dan prasarana kesehatan 
yang ada, dan rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam menjaga lingkungan 
disekitar mereka guna mencegah datangnya 
wabah penyakit. Sanitasi masih semrawut, 
pendidikan kesehatan juga masih tergolong 
rendah. Karena dengan  pendekatan teori 
Evaluasi Model William N  Dunn, aspek 




Aspek Perataan dapat dilihat dari 
ketersediaan  biaya termasuk   apakah biaya 
yang dibutuhkan untuk mencapai hasil serta 
manfaat didistribusikan dengan merata 
keseluruh Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu sampai pada Kelompok 
Kerja (Pokja) Posyandu desa dengan kategori 
masing-masing, termasuk kepada pengelolaan 
program  secara kelompok apakah setiap 
kelompok kerja mendapatkan sesuai haknya, 
hal ini sangat relevan dengan apa yang 
dimaksud perataan dalam teori Evaluasi 
Model William N Dunn. 
Menurut penulis perataan  tidak terjadi 
selama implementasi pelaksanaan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupatren Sigi dimana dari sejumlah 
informan mengatakan bahwa tidak semua 
Kecamatan maupun Desa yang sudah 
membentuk Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu mendapatkan perlakuan 
yang sama, ini menunjukkan bahwa perataan 
pelaksanaan kegiatan tidak sesuai harapan 
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dimana Kecamatan maupun Desa berhak 




Aspek responsivitas dalam teori 
evaluasi model William N Dunn, memegang 
peranan penting untuk melihat keberhasilan 
kebijakan publik. Dalam konteks penelitian 
ini Kebijakan Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu di Kabupaten Sigi  
pelaksanaanya berhasil jika aspek 
responsivitas terpenuhi. Apakah hasil 
pelaksanaan kebijakan ini memuaskan 
masyarakat sebagai penerima kebijakan, 
apakah kebutuhan akan kesehatan di tengah 
masyarakat dengan kebijakan tersebut 
terpenuhi, apakah posyandu yang ada di 
Kabupaten Sigi bertambah nilai setelah 
adanya kebijakan. 
Penulis menyimpulkan bahwa  aspek 
responsivitas dalam teori evaluasi model 
William N Dunn pada kebijakan ini tidak 
terpenuhi. Dimana Kebijakan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten  belum memuaskan dan belum 
menyudahi problem kesehatan masyarakat , 
nilai kesehatan masyarakat tidak berubah 
tidak ada perkembangan pada posyandu, 
sehingga menurut informan tersebut 
responsivitas Kebijakan pelaksanaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu di Kabupaten  Sigi sesungguhnya 
gagal tidak terwujud. 
 
Ketepatan 
Aspek Ketepatan dalam teori evaluasi 
model William N Dunn, dibatasi pada 
pengertian apakah hasil tujuan yang 
diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. 
Kaitan dengan pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi dalan teori evaluasi Model 
William N Dunn menjadi alat ukur 
keberhasilan, penulis ingin mengetahui lebih 
dalam apakah aspek ketepatan, seperti hasil, 
tujuan yang diinginkan dari kebijakan benar-
benar berguna atau bernilai, maksudnya 
apakah pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu tepat 
hasilnya, tepat tujuan, programnya tepat 
sasarannya dan pelaksanaan Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi secara keseluruhan berguna 
atau bernilai bagi masyarakat. Menurut 
Panulis sesungguhnya aspek ketepatan sebuah 
kebijakan akan berhasil di perhitungkan, di 
analisis  lebih awal hanya saja menurut 
penulis aspek-aspek sebelumnya tidak 
tercapai, maka dapat dipastikan aspek 
ketepatan mendapat  implikasi untuk tidak 
tercapai. 
Dengan demikian  penulis 
berkesimpulan bahwa aspek ketepatan yang 
menjadi alat ukur keberhasilan sebuah 
kebijakan dalam teori evaluasi model William 
N Dunn, tidak dapat di penuhi secara 
maksimal, dampaknya kebijakan pelaksanaan 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu tidak memenuhi aspek Ketepatan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian bahwa Evaluasi 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu di Kabupaten Sigi, dengan 
menggunakan pendekatan teori model 
Evaluasi William N Dunn menunjukan 
kegagalan dimana berdasarkan pada 6 (enam) 
aspek, yaitu aspek Efektifitas tidak terpenuhi 
karena sejak terbentuk sampai dengan saat ini 
belum berjalan dengan baik serta tidak 
ditunjang dengan pembiayaan yang memadai 
serta, aspek Efisiensi belum terwujud karena 
masyarakat belum memahami lebih dalam 
tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut 
yang disebabkan terbatasnya anggaran yang 
disediakan, aspek Kecukupan belum 
terpenuhi dimana kebijakan yang ada belum 
dapat memecahkan masalah  kesehatan yang 
sedang dihadapi masyarakat setempat, aspek 
Perataan tidak terpenuhi dimana distribusi 
biaya selama implementasi tidak merata ke 
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seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan, 
aspek Responsivitas yang dilaksanakan belum 
terwujud sebab belum memberikan rasa puas 
pada masyarakat, belum bisa mengubah pola 
hidup sehat masyarakat ke arah yang lebih 
baik dan aspek Ketepatan tidak terpenuhi 
secara maksimal karena kebijakan yang 
dilaksanakan tidak dapat mencapai tujuan 
yang di inginkan serta tidak tepat sasaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa   
keseluruhan aspek (6 aspek)  tidak terpenuhi, 
dengan demikian penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa Evaluasi Kelompok Kerja 
Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi tidak terwujud secara optimal. 
Rekomendasi 
Karena dari hasil penelitian telah 
disimpulkan bahwa pelaksanaan Kelompok 
Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu di 
Kabupaten Sigi tidak terwujud secara optimal,  
maka penulis merekomendasikan agar 
pelaksanaan Kelompok Kerja Operasional 
(Pokjanal) Posyandu di tutup atau di tinjau 
kembali oleh  pemerintahan yang ada 
sekarang. 
Dan untuk mengaktifkan kembali 
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu maka perlu mengambil langkah-
langkah antara lain mensosialisasikan maksud 
dan tujuan dari kebijakan tersebut dan 
melakukan advokasi kepada pemerintah 
Kabupaten, Kecamatan sampai Desa tentang 
pemberian dukungan pendanaan melalui Dana 
Desa untuk mendukung operasional  
Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) 
Posyandu. 
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